ABSTRAK

PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT
OLEH ANGGOTA DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG
PADA TAHUN 2011 - 2012

Oleh

HENDY PRADICA

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga yang mewakili
seluruh lapisan masyarakat dalam roda pemerintahan. Karena DPRD dipilih
melalui pemilihan umum yang artinya DPRD menjadi wakil dari masyarakat di
daerah untuk menyalurkan aspirasi yang ada. Sehingga sudah menjadi suatu
kewajiban bagi DPRD untuk menyerap aspirasi yang ada sebagai bentuk dari
pertanggungjawaban moral dan sudah menjadi salah satu tugas dan fungsi DPRD
untuk menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi yang
disampaikan masyarakat kepada lembaga DPRD. Namun jika kita melihat dengan
banyaknya kasus anggota Dewan yang terjerat kasus criminal dan masih
banyaknya kebijakan — kebijakan yang dibuat menunjukkan kinerja DPRD dalam
menjalankan tugas dan fungsi khususnya dalam hal penyerapan aspirasi
masyarakat yang berdampak hilangnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga
DPRD itusendiri.

Tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan gambaran terkait bagaimana
penyerapan aspirasi masyarakat oleh anggota DPRD kota Bandar Lampung pada
tahun 2011 — 2012 dan apa saja upaya yang telah dilakukan oleh DPRD untuk
meningkatkan penyerapan aspirasi masyarakat. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tehnik
pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan observasi.

Hasil dari penelitian ini adalah (1) Penyerapan apirasi masyarakat yang dilakukan
olen DPRD Bandar Lampung pada tahun 2011 — 2012 menggunakan metode atau
pola — pola penyerapan aspirasi masyarakat secara aktif dan pasif. Metode atau



pola penyerapan aspirasi secara aktif dilakukan dalam bentuk kunjungan kerja
formal (Kunker), baik kunker ke dalam daerah, kunker keluar daerah, serta kunker
secara informal. Untuk pola — pola penyerapan aspirasi masyarakat secara pasif,
DPRD Bandar Lampung pada tahun 2011 — 2012 melakukan dengan cara
menunggu surat pengaduan yang masuk kesekertariat DPRD Bandar Lampung
dan dalam bentuk kunjungan langsung masyarakat ke gedung DPRD Bandar
Lampung. Terkait jangka waktu penyerapan aspirasi sampai menghasilkan surat
rekomendasi kepada pemerintah daerah, DPRD Bandar Lampung membutuhkan
waktu minimal sekitar satu sampai tiga minggu atau lebih jika berkaitan dengan
hukum yang ada. Untuk hasil tindak lanjut dari aspirasi itu sendiri, DPRD Bandar
Lampung menindaklanjuti dengan rapat — rapat yang ada di DPRD Bandar
Lampung. (2) Upaya — upaya yang dilakukan oleh anggota DPRD Bandar
Lampung dalam menyerap aspirasi masyarakat masih sangat rendah, ini dapat
dilihat dari produk yang dihasilkan badan legislatif pada tahun 2011 - 2012 yang
hanya 7 Peraturan Daerah (Perda).

Penelitian ini merekomendasikan (1) Melakukan pertemuan antara warga dengan
DPRD yang harus dilakukan secara berkala. (2) Membuka saluran kritik dan saran
untuk DPRD melalui telepon, email dan lain sebagainya. (3) Meningkatkan
kerjasama dengan lembaga informal masyarakat dan lembaga — lembaga
pendidikan dalam berbagai hal yang terkait dengan aspirasi masyarakat. Ini bisa
dilakukan dengan mengadakan forum diskusi atau workshop. (4) Perlunya
meningkatkan intensitas koordinasi antara DPRD dengan pemerintah kota,
sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Peningkatan intensitas dapat
dilakukan dengan meningkatkan kegiatan rapat koordinasi yang harus dihadiri
kedua belah pihak.
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